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ABSTRAK 
 

Susan Istiqomah. Laporan Praktik Lapangan (PKL) di Bidang Perekonomian pada 

Bagian Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 

Jakarta 9 Januari 2017 – 3 Maret 2017 Program Studi S1 Manajemen, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu program yang didesain oleh 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk memberikan pengalaman tentang dunia 

kerja secara langsung kepada mahasiswa. Waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa 

UNJ dalam melaksanakan PKL di Jurusan Manajemen sendiri ialah dilaksanakan 

selama 40 hari kerja. Praktikan melaksanakan PKL di bagian Bidang Perekonomian 

pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

atau yang biasa disebut BAPPEDA PEMPROV DKI Jakarta. Selama pelaksanaan 

PKL, praktikan melakukan beberapa tugas human resource antara lain mempelajari 

proses pendataan pegawai negeri sipil di bagian Bappeda Pemprov DKI, 

mengkalkulasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) tenaga kerja 

harian, melakukan pengiriman surat kepada Satuan Unit Kerja Daerah untuk 

menghadiri rapat, mengikuti rapat – rapat yang berhubungan dengan bidang 

ketenagakerjaan, dan membuat daftar nama pegawai 2017. Dari pelaksanaan 

praktik kerja lapangan tersebut, praktikan dapat memahami proses pengelolaan 

sumber daya manusia. 

 

Kata Kunci : BAPPEDA, Bidang Perekonomian, Pemprov DKI, PKL 

  



 

iii 
 

ABSTRACT 
 

Susan Istiqomah. Field Practice Report (PKL) in Economic Sector Regional 

Development Planning of DKI Jakarta Provincial Government, Jakarta January 9, 

2017 - March 3, 2017 Study Program of Management, Faculty of Economics, 

Jakarta State University. 

 

Field Work Practice (PKL) is one of the programs designed by Jakarta State 

University (UNJ) to provide experience on the world of work directly to students. 

The time required by UNJ students in carrying out street vendors in the Department 

of Management itself is implemented for 40 working days. Praktikan implement the 

street vendors in the Economic Section at the Regional Planning Development 

Agency of DKI Jakarta Provincial Government or commonly called BAPPEDA 

PEMPROV DKI Jakarta. During the implementation of street vendors, praktikan 

do some human resource tasks, among others, to study the process of data 

collection of civil servants in the Bappeda of DKI Jakarta Provincial Government, 

to calculate the State Budget of Daily Work (APBD), sending a letter to the 

Regional Work Unit to attend the meeting, meetings related to the field of 

employment, and make a list of employee names 2017. From the implementation of 

field work practices, praktikan can understand the process of human resource 

management. 

 

 

Keywords: BAPPEDA, Economy Sector, Jakarta Provincial Government, PKL
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serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasullulah SAW, keluarga, dan 

sahabatnya. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dan 

mendukung sehingga praktikan dapat menyelesaikan Praktik Kerja 
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satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam penulisan Laporan Praktik 
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kesempatan ini Praktikan ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Dr. Dewi Susita, SE, M.Si selaku dosen pembimbing Praktik Kerja  
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Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
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5.  Seluruh Pegawai Bidang Perekonomian BAPPEDA PEMPROV 

DKI 

6.  Kedua Orang Tua praktikan yang tak henti-hentinya mendoakan 

dan  mendukung praktikan; 

7. Semua sahabat dan rekan-rekan Manajemen A 2014 yang 

senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan laporan 

Praktik Kerja Lapangan; 

8. Semua pihak yang tidak dapat praktikan sebut satu persatu yang 

telah membantu kelancaran praktikan dalam melaksanakan 
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Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, praktikan menyadari masih 

banyak  kekurangannya, sehingga praktikan mengharapkan adanya saran 
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           Jakarta, 22 Januari 2018 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan dan teknologi tenaga kerja dalam dunia industri saat ini 

berkembang sangat pesat baik yang berada di Indonesia maupun dunia luar, 

membuat kita harus siap membuka diri terhadap perubahan-perubahan akibat 

perkembangan tersebut. Untuk itu manusia perlu mengembangkan diri agar 

menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berpotensi agar dapat 

bersaing dan mengikuti kemajuan zaman. Begitu pula dalam suatu perusahaan 

atau organisasi dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas sehingga dapat menjadi 

tonggak keberhasilan dari instansi atau perusahaan tersebut. 

        Sebagai salah satu institusi pendidikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berupaya mewujudkan sarana yaitu mencetak 

tenaga ahli dan profesional yang berkualitas. Saat ini persaingan dalam 

mendapatkan pekerjaan sangat ketat sehingga kita sebagai mahasiswa perlu 

dibekali pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Seorang mahasiswa 

diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia yang cakap dalam pengetahuan 

dan terampil sehingga mampu bersaing di dunia kerja. 

        Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, jumlah lulusan 

perguruan tinggi yang bekerja adalah 12,24 persen. Jumlah tersebut setara 14,57 

juta dari 118,41 juta pekerja di seturuh Indonesia. Sementara pengangguran 

lulusan perguruan tinggi mencapai 11,19 persen, atau setara 787 ribu dari total
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7,03 orang yang tidak memiliki pekerjaan. 1  Fakta inilah menunjukkan bahwa 

tingkat persaing sangat tinggi di kalangan fresh graduate. Hingga pada akhirnya 

yang dapat memenangkan persaingan tersebut yakni individu yang memiliki 

keunggulan kompetitif dibandingkan dengan yang lainnya. Jenjang mahasiswa 

selanjutnya adalah menghadapi dunia kerja, namun mahasiswa seringkali paham 

secara teoritis tetapi tidak untuk praktis. Padahal yang sangat dibutuhkan oleh 

mahasiswa yakni pengetahuan yang teoritis dan keahlian praktis yang yang 

seimbang untuk menghasilkan keterampilan soft skill yang dapat menunjang 

pekerjaan pada jabatannya kelak. Oleh karena itu, UNJ mewajibkan kepada seluruh 

mahasiswa khususnya Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi untuk melakukan 

Praktik Kerja Lapangan  (PKL) bagi program studi Strata Satu (S1). 

        Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan yang diperuntukkan 

mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Kegiatan PKL berfokus pada 

bagaimana mahasiswa dapat mengerjakan pekerjaan kantor sesuai dengan 

bidang konsentrasinya dan bagaimana teori didalam konsentrasi tersebut dapat 

dikaitkan dengan praktik langsung. Kegiatan ini juga berfungsi agar mahasiswa 

dapat berpikir secara logis, kritis bahkan strategis dengan pekerjaan atau 

aktivitas manajemen di sebuah perusahaan secara nyata. Tingginya kompetitif 

di kalangan lulusan baru bisa menjadi pendorong bagi mahasiswa untuk belajar 

memahami praktik kerja dengan turun tangan langsung ke dunia instansi atau 

perusahaan. 

                                                           
1 Data Badan Pusat Statistika (BPS) Kemenaker,  http://www.harnas.co/2016/11/17/kemenaker-jumlah-

pengangguran-sarjana-meningkat 
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 Praktikan memperoleh kesempatan untuk melakukan Praktik Kerja 

Lapangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, di Bidang 

Perekonomian Sub Bidang Ketahanan Pangan, KUKM, Tenaga Kerja, 

Perindustrian dan Energi. Sub Bidang Ketahanan Pangan, KUKM, Tenaga kerja, 

Perindustrian dan Energi ini bergerak dalam yang berkaitan dengan Sumber 

Daya Manusia terutapa di bidang tenaga kerja dan peridustrian. Sub Bidang 

tersebut memiliki peran sebagai bidang yang mengatur mengenai laju 

perkembangan pada tenaga kerja dan laju pertumbuhan perindustrian yang 

berada pada seluruh wilayah DKI Jakarta yaitu Jakara Timur, Jakarta Selatan, 

Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, hingga ke Kabupaten Kepulauan 

Seribu. 

 Bidang Perkonomian juga mengolah anggaran yang akan disalurkan guna 

penggajian dan honorer bagi tenaga kerja dan pengolahan kreativitas serta 

pelatihan untuk tenaga kerja yang membutuhkan pembekalan dan pelatihan 

sebelum memasukin dunia perindustrian serta melatih tenaga kerja untuk 

menciptakan peluang usaha guna menambah laju pertumbuhan lapangan kerja 

di wilayah DKI Jakarta. Paktikan tertarik melakukan PKL di Bappeda karena 

jangkauan pengolahan SDM yang ada pada Bappeda sangat luas maka praktikan 

sendiri mengharapkan bahwa teori perkuliahan yang di dapat selama ini dapat 

disesuaikan dengan praktik langsung pada kegiatan PKL tersebut. Kegiatan 

praktik kerja lapangan ini diharapkan dapat menjadi kerjasama yang 

menguntungkan antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 

Mahasiswa, dan Bidang Perekonomian Bappeda. 
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B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

        Adapun maksud pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini, antara lain: 

1. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan yaitu di 

bidang Manajemen Sumber Daya Manusia. 

2. Memberikan gambaran nyata dunia kerja bagi mahasiswa. 

3. Mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja. 

4. Mengaplikasikan, menerapkan dan membandingkan pengetahuan akademis 

dengan praktik di lapangan 

        Sedangkan beberapa tujuan yang diharapkan dapat diperoleh, antara lain: 

1. Mendapatkan pengalaman kerja dengan praktik langsung sebelum 

memasuki dunia kerja yang sesuai dengan teori yang diperoleh di 

perkuliahan. 

2. Memperoleh wawasan mengenai pekerjaan dan bidangnya secara langsung 

dalam dunia kerja. 

3. Memperoleh data dan informasi tentang Biro Kepegawaian Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berguna sebagai bahan pembuatan 

laporan PKL seperti tugas dan lingkungan kerja dari bagian tersebut. 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun kegunaan PKL adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Melatih keterampilan dan mental profesionalitas mahasiswa sesuai 

dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Contohnya : melatih 
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keterampilan dalam pengolahan penggajian para karyawan, pengolahan 

dalam mengolah jabatan karyawan dalam bentuk promosi jabatan dan 

melatih mental terutama kepercayaan diri dalam melakukan dan 

mempraktikan ilmu yang sudah di dapat dalam perkuliahan seperti 

percaya diri dalam menghadapi segala jenis karakter karyawan. 

b. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit-unit 

kerja. Contohnya : mengenal dan mengetahui kondisi dan dinamika di 

dalam perusahaan seperti budaya kepemimpinan seoorang atasan, 

budaya peraturan yang ada dalam perusahaan, dan dinamika siklus 

kinerja yang ada dalam perusahaan. 

c. Mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu dan wawasan mengenai 

praktik kerja di instansi atau perusahaan. Contohnya : menyesuaikan 

ilmu pengetahuan yang telah di dapat di perkuliahan dengan apa yang 

terjadi dan dilakukan saat melaksanakan PKL.  

2. Bagi Instansi atau Perusahaan 

a. Menjalin hubungan yang teratur, sehat, dinamis antara instansi atau 

perusahaan dengan Lembaga Perguruan Tinggi. Contohnya : walaupun 

masa praktik kerja lapangan telah berakhir tetapi praktikan masih selalu 

bersilahturahmi guna ketika mahasiswa di UNJ ada yang berminat 

melakukan praktik kerja lapangan maka pihak instansi akan selalu 

terbuka dalam memberikan kesempatan tersebut kepada mahasiswa 

yang akan melakukan praktik kerja lapangan di Bappeda. 
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b. Menumbuhkan kerjasama yang saling mneguntungkan dan bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang terlibat. Contohnya : ketika sudah tidak 

melakukan praktik kerja lapangan tetapi pihak - pihak yang terkait 

masih dapat melakukan kerjasama seperti membutuhkan freelance 

untuk membantu pekerjaan yang terbengkalai. 

c. Mendapatkan masukan dari mahasiswa PKL dengan teori yang sesuai 

guna mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan nilai image  

instansi atau perusahaan. Contohnya : saat praktikan menyarankan 

untuk menyesuaikan kapasitas jumlah SDM dengan beban kerja yang 

ada pada suatu bidang. Sehingga SDM yang ada tidak menurun motivasi 

kerjanya yang di sebabkan beban kerja yang tinggi. 

3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang 

didapatkan selama berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. Contohnya : fakultas ekonomi dapat mengukur kemampuan 

mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang sudah di dapat selama masa 

perkuliahan dan dapat mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa 

dalam menyerap pengetahuan yang sudah di berikan selama masa 

perkuliahan. 

b. Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara instansi atau 

perusahaan dengan universitas secara umum dan fakultas khususnya. 

Contohnya : ketika fakultas membutuhkan link untuk menyalurkan 
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mahasiswanya untuk melaksanakan praktik kerjalapangan maka pihak 

universitas dapat menyalurkannya ke perusahaan atau instansi tersebut. 

c. Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang 

sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi atau perusahaan dan 

tuntutan pembangunan pada umumnya. Dengan demikian Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dapat mewujudkan konsep link and 

match dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada stakeholders. 

Contohnya : Fakultas dapat menambahkan kurikulum yang sekiranya di 

perlukan untuk mahasiswanya dalam melaksanakan prakti kerja 

lapangan maupun nanti di dunia kerja nyata. 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, yaitu sebagai berikut: 

Nama Instansi  : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

Alamat Instansi   : Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8 – 9 Jakarta 

Pusat : 10110 

Bagian Tempat PKL  : Bidang Perekonomian Sub Bidang Ketahanan 

Pangan, KUKM, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Energi 

Pembimbing PKL  : Ibu Yeni Lindawati selaku Kepala Sub Bidang 

Ketahanan Pangan, KUKM, Tenaga Kerja, Industri dan 

Energi. 

Telepon  : 3842061 – 3842062. 

Email : sekretariat@bapedadki.net 



8 
 

 
 

Website                          : www.bappedajakarta.go.id 

E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 

        Berikut ini adalah tabel yang memuat jadwal dan waktu PKL: 

Tabel 1.1 

Jadwal Kegiatan PKL 

Fakultas Ekonomi – UNJ Tahun Akademik 2016 – 2017 

No Bulan 

Kegiatan 

2016 2017 

Des Jan Feb Mar 

1 Pendaftaran PKL     

2 

Kontak dengan instansi untuk pelaksanaan 

PKL 

    

3 Surat permohonan PKL      

4 

Konfirmasi ulang dengan instansi untuk 

pelaksanaan PKL 

    

5 Pelaksanaan PKL     

Data diolah oleh penulis 

1. Tahap Persiapan 

         Praktikan mencari informasi mengenai divisi atau bidang sumber 

daya manusia di beberapa instansi atau perusahaan yang dapat dijadikan 

sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL). Setelah mendapatkan 

beberapa informasi, Praktikan mendapatkan kesempatan untuk 

melaksanakan PKL disebuah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 
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instansi pemerintah. Untuk dapat melaksanakan PKL pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut praktikan membutukan surat 

pengantar dari universitas, dimana bisa didapatkan dari bagian akademik 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang diteruskan ke bagian 

fakultas di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). 

Waktu yang dibutuhkan untuk membuat surat pengantar tersebut selama 

tiga hari. 

Setelah surat didapatkan, surat diberikan kepada Kepala Biro 

Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk di acc 

terhitung sejak awal bulan Desember 2016 dengan nomor 

6409/UN39.12/KM/2016. Seminggu setelah surat diberikan kepada 

instansi, praktikan mendapatkan konfirmasi melalui surat yang dibuat oleh 

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan nomor surat 

1824/-1.851.84 pada 22 Desember 2016 mengenai persetujuan untuk 

melaksanakan PKL mulai tanggal 9 Januari s.d 3 Maret 2017 di Bidang 

Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 40 

hari kerja, tehitung mulai tanggal 9 Januari s.d 3 Maret 2017, dengan 

ketentuan jam operasional sebagai berikut: 

Hari masuk  : Senin s.d Jumat 

Jam kerja  : 08.00 – 16.00 WIB (Senin s.d Jumat) 

Waktu istirahat : 12.00 – 13.00 WIB (Senin s.d Jumat) 
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3. Tahap Pelaporan 

Praktikan memiliki kewajiban untuk memberikan laporan mengenai 

kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di tempat PKL kepada 

universitas. Penulisan laporan PKL dimulai dari tanggal 9 Januari s.d 3 

Maret 2017. Penulisan dimulai dengan mencari data-data yang diperlukan 

untuk menyusun laporan PKL, dimana data-data tersebut diolah dan 

diserahkan sebagai tugas akhir laporan PKL. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

A. Sejarah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, 

adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan 

pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu 

Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bentuk berdasarkan 

pertimbangan : 

a) Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di 

daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan 

sektoral dan pembangunan daerah. 

b) Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan 

dan kesinambungan pembangunan didaerah, diperlukan perencanaan 

yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. 
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2.1 Sejarah Bappeda 

1) Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pembentukan 

Badan Koordinasi Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA. 

2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1969 

3) Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1969 

4) Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974, tentang Pembentukan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 

5) Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980. Tentang Pembentukan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

6) Keputusan Mendagri Nomor 362 tahun 1997, tentang Pola Organisasi 

Pemerintah Daerah dan Wilayah. 

7) Keputusan Mendagri Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. 

2.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi Bappeda DKI Jakarta 

a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi DKI Jakarta  

Kedudukan Bappeda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan 

Gubernur DKI Jakarta nomor 70 tahun 2009 pasal 2 adalah sebagai 

unsur perencanaan pembangunan pemerintahan daerah yang dipimpin 

oleh seorang Kepala Bappeda yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

Sedangkan tugas Bappeda sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan  
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Gubernur DKI Jakarta nomor 70 tahun 2009 pasal 3 adalah 

menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pembangunan, 

serta pengelolaan statistik daerah. Untuk menyelenggarakan tugas 

tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut: 

(a) Penyusunan, dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(b) Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan 

pengembangan kebijakan serta statistik daerah 

(c) Pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  

(d) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berkoordinasi 

dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah 

(e) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) berkoordinasi 

dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah 

(f) Pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja RKPD dengan 

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon 

Anggaran (PPA), output/hasil kegiatan di Rencana Kerja SKPD 

dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) 

(g) Pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan 

perekonomian, pembangunan prasarana dan sarana, pembangunan 
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kesejahteraan masyarakat, pembangunan tata praja, pembangunan 

aparatur dan keuangan 

(h) Pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas 

negara, lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar pemerintah 

daerah dengan pusat dan antara lintas pelaku lainnya 

(i) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 

(j) Penyelenggaraan pengoordinasian penelitian dan pengembangan 

daerah 

(k) Penyelenggaraan pengoordinasian statistik daerah 

(l) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan 

perawatan prasarana dan sarana kerja Bappeda  

(m) Pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada 

perangkat daerah 

(n) Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 

(o) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan 

Bappeda  

(p) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 

2. 3 Sumber Daya Aparatur  

Berdasarkan data tahun 2012, jumlah sumber daya manusia 

Bappeda Pemprov DKI Jakarta termasuk yang terdapat di UPT PIPP, 

Kanppeko dan Kappekab adalah sebanyak 255 orang. Dari jumlah tersebut, 

apabila dikelompokkan berdasarkan rentang usia, sebagian besar SDM 

Bappeda berusia 41-58 tahun yang berjumlah 142 orang. Sedangkan 
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selebihnya merupakan SDM berusia kurang dari 26 tahun hingga usia 40 

tahun yang berjumlah 113 orang. Apabila dilihat berdasarkan golongan 

pegawai negeri sipil, SDM Bappeda di dominasi aparatur golongan III yaitu 

berjumlah 215 orang. Sedangkan apabila dilihat berdasarkan tingkat 

pendidikan, SDM Bappeda didominasi SDM dengan tingkat pendidikan S1 

yaitu berjumlah 143 orang, sedangkan SDM dengan tingkat pendidikan S2 

berjumlah 64 orang.   

 

 

Gambar II.1. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi DKI Jakarta 

Apabila dibandingkan dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja 

yang dilakukan terhadap kebutuhan SDM di Bappeda DKI Jakarta, maka 

kondisi SDM sebagaimana yang ada sekarang masih belum memenuhi 

jumlah SDM yang dibutuhkan. Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja 

Bappeda DKI, seharusnya terdapat 317 orang di dalam organisasi Bappeda 

DKI Jakarta. Untuk itu perlu dilakukan upaya penyesuaian kondisi yang ada 

saat ini dan diarahkan menuju kondisi yang menjadi arahan dari hasil 

analisis jabatan dan beban kerja yang telah dilakukan. 

2.4 Kinerja Pelayanan  

Capaian sasaran strategis tahun 2012 akan dijadikan sebagai kondisi 

awal pada uraian indikator yang akan dicapai pada tahun 2013 hingga tahun 
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2017. Berikut adalah capaian kinerja sasaran strategis Bappeda tahun 2007-

2012.  

Salah satu kendala yang menyebabkan rendahnya kinerja keuangan 

Bappeda DKI pada tahun 2012 adalah akibat tidak terserapnya anggaran 

pada kegiatan MCS ( Management Consulting Services ) yang merupakan 

kegiatan hibah dari Pemerintah Pusat dengan total anggaran sebesar Rp 66,9 

Milyar yang akan dicairkan dalam dua tahap yaitu tahap pertama pada tahun 

2012 sebesar Rp 45,9 Milyar dan tahun 2013 sebesar Rp 19 Milyar dimana 

anggaran yang seharusnya dicairkan pada tahun 2012 sebesar Rp 45,9 

Milyar tidak terserap oleh karena belum adanya penagihan dari konsultan 

MCS yaitu Padeco Co. Ltd dan proses penarikan dengan menggunakan 

rekening khusus akan diubah menjadi direct payment yang masih dalam 

proses perubahan Peraturan Gubernur penataan pencairan LNPPH dan 

Peraturan Gubernur Rekening Khusus menjadi direct payment  dan 

dianggarkan kembali pada tahun 2013. 

B. Visi, Misi, Tujuan,  Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Kegiatan Umum 

a. Visi dan Misi Bappeda Provinsi DKI Jakarta 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Bappeda harus 

memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan 

RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017 dan RKPD, melalui 

penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang 

berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Gubernur. 

Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, 
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target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, 

sinkronisasi dan sinergi antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, dan 

antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan 

konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPJMD 

dan RKPD) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh 

masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat 

(Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah 

(RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan 

tugas-tugas lainnya dari Gubernur dilihat dari sejauh mana tugas-tugas 

tersebut dimanfaatkan oleh Gubernur.   

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka Bappeda 

Provinsi DKI Jakarta telah mampu berperan dalam mendukung 

pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMD 2013-2017 dimana 

secara tidak langsung juga turut mendukung pencapaian Visi dan Misi 

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu, 

dirumuskan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 

Provinsi DKI Jakarta yaitu : 

 

“Menjadi  Lembaga Perencanaan yang Memiliki Integritas 

dan Profesionalisme Untuk  Mewujudkan Sinergitas Perencanaan 

Pembangunan Jakarta Baru” 
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Penjelasan Visi:  

Proses perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan 

para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta 

diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di 

berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata 

Integritas, Profesional dan Berkelanjutan adalah:    

1) Integritas menunjukkan sebuah sikap yang berpegang teguh 

pada nilai-nilai yang benar dan teguh sikap yang bertanggung 

jawab dalam melaksanakan tugas pelayanan public 

2) Profesional menggambarkan sebuah kinerja yang berorientasi 

pada hasil dan dengan menjaga kaidah-kaidah proses dalam 

sebuah kerangka organisasi perencanaan yang modern. 

3) Sinergis merupakan suatu proses pembangunan yang saling 

mendukung dan saling bahu membahu satu sama lain untuk 

mewujudkan tujuan organisasi.  

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata, 

melalui 4 (empat) misi sesuai dengan peran-peran Bappeda, adalah sebagai 

berikut:   

1) Mengembangkan Sumber Daya Manusia Perencana yang handal dan 

berwawasan global; 

2) Menyusun rencana pembangunan daerah yang berkualitas;  
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3) Memantapkan fungsi koordinasi, pemantauan, pengendalian serta 

evaluasi kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

daerah; 

4) Mengembangkan fungsi statistik dan penelitian daerah. 

 

Penjelasan Misi:  

Misi pertama adalah bentuk perwujudan dari nilai Profesionalitas dalam 

Visi Bappeda. Misi ini menggambarkan peran sumber daya internal 

Bappeda sebagai modal utama bagi Bappeda dalam menjalankan tugas, 

fungsi dan perannya selaku bagian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  

 

Misi kedua adalah wujud dari pelaksanaan nilai Integritas dari Visi 

Bappeda. Sebagai badan perencana, Bappeda memiliki tanggungjawab 

untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas. Kualitas hasil 

perencanaan dapat dinilai dari berbagai aspek antara lain sasaran 

pembangunan yang SMART ( specific, measurable, achi evable, relevant, 

timely ) dan sesuai kebutuhan, serta dapat diaplikasikan di tengah-tengah 

masyarakat.   

Nilai Sinergi diwujudkan dalam Misi ketiga dan keempat, dimana 

fungsi Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan di 

lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu Pemantauan dan 

Evaluasi merupakan aspek penting dalam akuntabilitas dan transparansi 
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pelaksanaan pembangunan yang hasilnya menjadi tanggung jawab bagi 

seluruh stakeholders  pembangunan di DKI Jakarta. 

b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi DKI 

Jakarta 

1) Tujuan 

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, 

Bappeda menetapkan 8 (delapan) tujuan yang akan dicapai dalam 5 

(lima) tahun ke depan, sebagai berikut:   

a) Terwujudnya sumber daya manusia yang cukup, berkualitas dan 

berkinerja optimal. 

b) Terwujudnya rencana pembangunan yang tepat sasaran dan 

responsif. 

c) Terwujudnya program dan kegiatan pembangunan yang tepat 

sasaran dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan berbasis 

Teknologi  Informasi. 

d) Terlaksananya pengembangan dan fasilitasi statistik daerah 

serta penelitian yang implementatif dan inovatif. 

Tujuan rencana strategis di atas merupakan penerjemahan 

dari rangkaian misi strategis yang menjadi jalan dalam mencapai visi 

dari Bappeda DKI Jakarta. Tujuan-tujuan diatas perlu dipertajam 

dalam bentuk sasaran strategis dari rencana strategis Bappeda DKI 

ini.   
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2) Sasaran  

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang berkualitas, 

maka sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi DKI Jakarta 

dijabarkan sebagai berikut: 

a) Sasaran dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya sumber daya 

manusia yang cukup, berkualitas dan berkinerja optimal” 

adalah: 

(a) Tercukupinya jumlah dan sebaran SDM sesuai dengan 

analisis jabatan dan analisis beban kerja, yang baik dapat 

diukur melalui: 

 Kecukupan kebutuhan jumlah SDM berdasarkan 

analisis beban kerja. 

 Persentase pemerataan sebaran SDM berdasarkan 

analisis beban kerja. 

 Persentase kesesuaian penempatan SDM berdasarkan 

analisis jabatan. 

(b) Meningkatnya kualitas aparatur yang berwawasan 

global yang handal, yang dapat diukur: 

 Persentase SDM yang memiliki sertifikat perencana. 

 Peningkatan jumlah SDM dengan tingkat pendidikan 

S2 dan S3 di dalam dan luar negeri. 

 Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan di luar negeri 

setiap tahun.  
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(c) Meningkatnya kinerja Bappeda, yang dapat diukur dari: 

 Tingkat pencapaian kinerja kegiatan tahunan. 

 Prosentase rata-rata  tingkat kehadiran SDM Bappeda  

 

b) Sasaran dari tujuan kedua: “Terwujudnya rencana 

pembangunan yang tepat sasaran dan responsif” adalah: 

(a) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, yang 

dapat diukur dari: 

 Peningkatan prosentase usulan masyarakat yang 

berkualtas untuk diakomodasi di dalam APBD. 

 Tingkat kesesuaian antara indikator RPJPD, RPJMD, 

RKPD dan APBD.  

c) Sasaran dari tujuan ketiga: “Terwujudnya program dan 

kegiatan pembangunan yang tepat sasaran dan melibatkan 

seluruh pemangku kepentingan berbasis Teknologi  

Informasi” adalah: 

(a) Meningkatnya kesesuaian program dan kegiatan 

pembangunan daerah, yang dapat diukur dari: 

 Kesesuaian antara program dan kegiatan 

pembangunan. 

 Kesesuaian target indikator kinerja antara RPJMD 

dengan RKPD dan APBD. 
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(b) Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan 

pembangunan tahunan daerah, yang dapat diukur dari: 

 Kesesuaian hasil evaluasi yang digunakan dalam 

perencanaan pembangunan. 

d) Sasaran dari tujuan keempat:  “Terlaksananya pengembangan 

dan fasilitasi statistik daerah serta penelitian yang 

implementatif dan inovatif” adalah: 

(a) Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik sesuai 

dengan kebutuhan daerah, yang dapat diukur dari:  

 persentase ketersediaan data statistik daerah sesuai 

kebutuhan 

(b) Terbangunnya jejaring kerjasama pelaku inovasi daerah, 

yang dapat diukur dari: 

 Ketersediaan basis data pelaku inovasi daerah. 

c. Strategi dan Kebijakan Bappeda Provinsi DKI Jakarta 

1) Strategi 

Strategi yang ditempuh oleh Bappeda dalam rangka 

mengoptimalkan penggunaan sumberdaya adalah: 

(a) Melakukan perbaikan formasi SDM Bappeda berdasarkan 

kompetensi SDM. 

(b) Penambahan jumlah SDM berdasarkan kebutuhan organisasi. 
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(c) Mengintensifkan pelaksanaan pelatihan, seminar, dan kegiatan 

peningkatan kapasitas lainnya secara berkesinambungan dan 

terarah. 

(d) Meningkatkan kompetensi aparatur perencana di lingkungan 

Bappeda. 

(e) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip Good Governance di 

Bappeda Provinsi DKI Jakarta. 

(f) Meningkatkan koordinasi penyusunan kebijakan, pembiayaan, 

kelembagaan dan regulasi perencanaan internal. 

(g) Meningkatkan kapabilita SDM dalam penyusunan dokumen 

perencanaan. 

(h) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses 

Musrenbang. 

(i) Sinkronisasi sistem perencanaan pembangunan dan 

penganggaran. 

(j) Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan. 

(k) Melakukan evaluasi ex-ante dalam setiap kegiatan penyusunan 

dokumen perencanaan. 

(l) Menjadikan hasil pemantauan dan  evaluasi sebagai masukan 

dalam proses perencanaan. 

(m) Menguatkan sistem informasi data dan statistik daerah. 

(n) Menguatkan kualitas data statistik dalam mendukung 

perencanaan pembangunan daerah. 
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(o) Membangun basis data pelaku inovasi daerah.  

2) Kebijakan 

Kebijakan Bappeda adalah: 

(a) Penilaian kesesuaian jumlah dan sebaran SDM berdasarkan 

analisis jabatan dan analisis beban kerja 

(b) Optimalisasi pemberdayaan SDM Bappeda. 

(c) Rekruitmen SDM. 

(d) Penugasan belajar SDM Bappeda. 

(e) Penugasan SDM untuk mengikuti pelatihan dan kursus 

perencanaan di dalam dan luar negeri. 

(f) Penerapan prinsip-prinsip perencananaan keuangan yang 

akuntabel dan transparan. 

(g) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan 

berkelanjutan. 

(h) Penilaian tunjangan kinerja berdasarkan kehadiran. 

(i) Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang didukung oleh 

fasilitas sistem informasi. 

(j) Penerapan perencanaan pembangunan dan penganggaran 

berbasis kinerja. 

(k) Pelaksanaan koordinasi berkala dan komunikasi intensif antar 

bidang di dalam Bappeda maupun antara Bappeda dan SKPD 

teknis. 

(l) Pelaksanaan evaluasi kesesuaian antar dokumen perencanaan. 
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(m) Pengembangan sistem informasi manajemen data dan statistik 

daerah berbasis teknologi informasi. 

(n) Kerja sama dengan instansi terkait (BPS, dll). 

(o) Penguatan hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan 

pelaku inovasi daerah. 

3) Kegiatan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bagian ini akan menguraikan rencana program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 

yang akan dilaksanakan selama 5 tahun (tahun 20132017).   

Adapun komponen program dalam kerangka pelaksanaan 

Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan 

RPJMD DKI Jakarta periode 2013-2017 adalah: 

1) Misi 1: 

 Program Peningkatan Kapasitas Perencana dan 

Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 

 Program peningkatan disiplin dan kinerja aparatur  

2) Misi 2: 

 Program pengelolaan dan pengembangan perencanaan 

pembangunan 

 Program perencanaan pembangunan daerah tingkat 

SKPD 
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 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan 

keuangan SKPD  

3) Misi 3: 

 Program perencanaan pembangunan perekonomian 

 Program perencanaan pembangunan kesejahteraan 

 Program perencanaan pembangunan tata praja dan 

aparatur 

 Program perencanaan pembangunan prasarana sarana 

kota dan lingkungan hidup 

 Program Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan  

4) Misi 4: 

 Program peningkatan kemampuan IPTEK dan inovasi 

 Program statistik daerah 

 Program pengembangan data/informasi SKPD  

Selain program-program dalam rangka mendukung 

pencapaian misi, Bappeda DKI Jakarta juga melaksanakan 

program-program rutin dalam rangka melaksanakan 

operasionalisasi kantor. Program-program tersebut adalah:  

 Program program pelayanan administrasi perkantoran  

 Program pengelolaan kendaraan dinas (sarana mobilitas)  
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Dalam pelaksanaan tugasnya Bappeda, Kanppeko, 

Kanppekab dan UPT-PIPP mengacu pada program tersebut diatas 

sesuai dengan misi yang menjadi tanggung jawabnya.  Indikator 

Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing program tersebut. 

C. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Struktur Bappeda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan 

Gubernur DKI Jakarta nomor 70 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Perencana Pembagunan Daerah adalah sebagai berikut:  

1) Kepala Badan  

2) Wakil Kepala Badan  

3) Sekretariat, terdiri dari : 

 Subbagian Umum  

 Subbagian Kepegawaian  

 Subbagian Program dan Anggaran  

 Subbagian Keuangan  

4) Bidang Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari :  

 Subbidang Pendidikan, Olahraga dan Pemuda, Kebudayaan, 

Perpustakaan, dan Pemberdayaan 

 Subbidang Kesehatan, Keluarga Berencana, Sosial, dan Mental 

Spiritual 

5) Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :  

 Subbidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber 

Daya Alam  
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 Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pertanahan  

6) Bidang Perekonomian, terdiri dari :  

 Subbidang Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah, dan 

Komunikasi dan Informatika  

 Subbidang Ketahanan Pangan dan Perdagangan  

7) Bidang Pemerintahan, terdiri dari :  

 Subbidang Tata Praja 

 Subbidang Aparatur  

8) Bidang Program dan Pembiayaan Pembangunan, terdiri dari :  

 Subbidang Program  

 Subbidang Pembiayaan  

9) Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan, terdiri dari :  

 Subbidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan  

 Subbidang Statistik Daerah 

10) Bidang Pembinaan Perencanaan, terdiri dari :  

 Subbidang Standar dan Pembinaan Perencanaan  

 Subbidang Pengetahuan dan Keahlian  

11) Kanppeko  

12) Kanppekab  

13) Unit Pelaksana Teknis, dan  

14) Kelompok Jabatan Fungsional 
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Gambar II.2. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta 

 

Tempat 

PKL 

Praktikan 
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Praktikan di tempatkan pada Bidang Perekonomian dan dibawah ini 

merupakan tugas dan kewajiban Bidang Perekonomian, yaitu : 

1) Bidang Perekonomian merupakan Unit Kerja Lini Bappeda dalam 

melaksanakan perencanaan dan pembangunan di Bidang Perekonomian 

meliputi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Serta Perdagangan, 

Dinas Perindustrian Dan Energi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan 

Pangan, Kelautan, Dan Pertanian, Dinas Perhubungan Dan Transportasi, 

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan 

Pengelola Asset Daerah, Badan Pajak Dan Retribusi Daerah, Badan 

Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Biro 

Perekonomian, Serta Biro Administrasi Daerah. 

2) Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

3) Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengordinasian 

penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian. 

4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perekonomian 

menyelenggarakan fungsi : 

(a) Penyusunajn bahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja 

anggaran Bappeda sesuai lingkup tugas; 

(b) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

bappeda sesuai lingkup tugasnya; 
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(c) Penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan 

daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan lingkup Bidang 

Perekonomian; 

(d) Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan 

perencanaan pembangunan lingkup Bidang Perekonomian; 

(e) Pelaksanaan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana strategis, 

rencana kerja, dan rencana kerja anggaran SKPD lingkungan Bidang 

Perekonomian; 

(f) Pelaksanaan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan 

dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD lingkup Bidang 

Perekonomian; 

(g) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan 

perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian; 

(h) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup Bidang 

Perekonomian; 

(i) Penyusunan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW 

sesuai lingkup tugasnya; 

(j) Penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan 

tahunan lingkup Bidang Perekonomian dengan rencana tata ruang 

Provinsi DKI Jakarta dan kawasan Bodetabekjur; 

(k) Pengoordinasian penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD lingkup 

Bidang Perekonomian; 
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(l) Penyimpanan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah 

di Bidang Perekonomian; 

(m) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 

Bidang Perekonomian. 

 

1. Pada Bidang Perekonomian terdapat beberapa Subbidang. Praktikan saat 

melaksanakan Praktek Kerja Lapangan berada pada Subbidang Ketahanan 

Pangan, KUKM, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Energi. Dibawah ini 

merupakan uraian dari tugas dan kewajiban Subbidang Ketahanan Pangan, 

KUKM, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Energi, yaitu : 

1) Subbidang Ketahanan Pangan, KUKM, Tenaga Kerja, Perindustrian dan 

Energi merupakan satuan kerja Bidang Perekonomian dalam 

pelaksanaan perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Dinas 

Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan 

Pangan, Kelautan, dan Pertanian, serta Biro Perekonomian. 

2) Subbidang Ketahanan Pangan, Kukm, Tenaga Kerja, Perindustrian dan 

Energi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Perekonomian. 

3) Subbidang Ketahanan Pangan, KUKM, Tenaga Kerja, Perindustrian dan 

Energi mempunyai tugas: 

(a) Menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja 

anggaran Bappeda sesuai lingkup tugasnya; 
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(b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan rencana 

strategis dan dokumen pelaksanaan Bappeda sesuai lingkup 

tugasnya; 

(c) Menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis 

perencanaan pembangunan pada lingkup SKPD Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Dinas Perindustrian 

dan Energi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahan Pangan, Kelautan, 

dan Pertanian, serta Biro Perekonomian; 

(d) Menyusun bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan 

daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan pada lingkup SKPD 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 

Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas 

Ketahanan Pangan, Kelautan, Dan Pertanian , serta Biro 

Perekonomian; 

(e) Melaksanakan asistensi teknis dan verifikasi rancangan rencana 

strategis, rencana kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan 

Pertanian, serta Biro Perekonomian; 

(f) Melaksanakan asistensi teknis kebijakan perencanaan pembangunan 

dalam menyusun KUA-PPAS dan RAPBD pada lingkup SKPD 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan, 

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, serta Biro 

Perekonomian; 
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(g) Mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan 

perencanaan pembangunan daerah pada lingkup SKPD Dinas 

Koperasi, Usaha Keil dan Menengah Serta Perdagangan, Dinas 

Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, serta Biro 

Perekonomian; 

(h) Mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah pada lingkup 

SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdangan, 

Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas 

Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, serta Biro 

Perekonomian; 

(i) Menyiapkan bahan untuk penyusunan dan peninjauan kembali 

RTRW pada lingkup SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah serta Perdaganagn, Dinas Perindustrian dan Energi, 

Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan 

Pertanian, serta Biro Perekonomian; 

(j) Menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah 

dan tahunan dengan rencana tata ruang provinsi DKI dan kawasan 

Bodetabekjur pada lingkup SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah serta Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, 

Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan 

Pertanian, serta Biro Perekonomian; 

(k) Mengordinasukan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RAD 

pada lingkup SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
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serta Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga 

Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, serta Biro 

Perekonomian  

(l) Menyimpan dan mengolah data perencanaan pembangunan daerah 

di Subbidang Ketahanan Pangan, KUKM, Tenaga Kerja, 

Perindustrian dan Energi; dan 

(m) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Subbidang Ketahanan Pangan, KUKM, Tenaga Kerja, Perindustrian 

dan Energi. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

A. Bidang Kerja PKL 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan 

ditempatkan di Bagian Bidang Perekonomian Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah. Ketika melaksanakan PKL ini praktikan memiliki 

pembimbing dalam melaksanakan tugas ialah Ibu Yeni  dengan kepala 

Bidang Perekonomian yang mengawasi bernama Bapak Mochamad Abbas. 

Pada Bidang Perekonomian tersebut praktikan bekerja membantu para 

pegawai dalam berbagai hal baik dari pegawai bagian perekonomian 

maupun bagian lain yang terdapat di BAPPEDA. Tak jarang praktikan juga 

membantu dan diberikan tugas oleh bagian Sub Bidang yang ada di Bidang 

Perekonomian dan Bidang Biro Kepegawaian Bappeda. 

Ketika mendapatkan posisi untuk melaksanakan tugas dibagian 

Perekonomian, praktikan mendapatkan berbagai macam tugas yang 

diberikan seperti membuat dan merekap surat, menyiapkan berbagai 

dokumen-dokumen perekonomian. Terkadang praktikan juga ditugaskan 

untuk menerima telepon serta mengirim fax dan e-mail. Praktikan juga 

diberikan tugas yang berhubungan erat dengan bidang sumber daya 

manusia, dimana praktikan ditugaskan untuk merekap data pegawai 
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Bappeda, dan rapat mengenai pegawai di dinas – dinas SKPD 

Bappeda. Serta praktikan juga diberikan tugas lain seperti mengirim fax, 

merekap surat masuk dan keluar, membuat laporan rapat, menyandingkan 

RPJMD, menyandingkan APBD, dan mengikuti rapat – rapat yang ada di 

bidang perekonomian seperti rapat MRTJ, Transjakarta Tendean, LRT, 

Muara Angke, RPJMD, Transjakarta, dan APBD. 

Sebelum praktikan melakukan Praktek Kerja Lapangan pada bagian 

Bidang Perekonomian ada beberapa pekerjaan yang belum dikerjakan oleh 

pegawai karena terbatasnya SDM yang dimiliki, seperti penyandingan 

APBD, Penyandingan RPJMD, mendata daftar nama pegawai 2017, 

pendataan syarat pengajuan PNS, membuat daftar format kenaikan pangkat, 

dan inventarisasi program 2018 – 2022. 

B. Pelaksanaan Kerja PKL 

Pelaksanaan PKL yang dilakukan oleh praktikan, yaitu : 

(1) Waktu pelaksanaan PKL : Senin, 9 Januari – Jumat, 3 Maret 2017.  

(2) Waktu kerja  : Senin - Jumat dimulai pukul 07.30 - 16.00 

(3) Bidang Penempatan PKL : Sub Bidang Ketahanan Pangan, KUKM,  

Tenaga Kerja, Perindustrian dan Energi. 

(4) Pembimbing PKL : Ibu Yeni Lindawati  

Pada saat melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bidang 

Perekonomian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, adapun 

beberapa tugas yang diberikan kepada praktikan selama PKL dapat di 

jelaskan sebagai berikut: 
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1) Membuat Laporan Sumber Daya Manusia berdasarkan kategori 

usia dan unit kerja di BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta 

Pada saat praktikan memulai hari pertama melaksanakan Praktek 

Kerja Lapangan bertepatan pada pergantian tahun dari tahun 2016 ke tahun 

2017. Maka dengan pergantian tahun di Bappeda ada pembuatan laporan 

tahunan mengenai sumber daya manusia di Bappeda Pemrov DKI Jakarta. 

Pada saat itu praktikan diminta untuk membuat laporan sumber daya 

manusia Bappeda Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya telah di arahkan 

oleh Biro Kepegawaian. Praktikan mebuat laporan SDM tersebut dalam 

bentuk microsoft word dan laporan tersebut berdasarkan rentang usia dan 

unit kerja. Berikut contoh laporan SDM yang dibuat oleh praktikan:  

 

Gambar III.1. Contoh Laporan SDM Bappeda 
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2) Membuat Syarat Pengajuan PNS 

Setiap pegawai yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri SIpil 

maka akan diajukan ke tahap sebagai Pegawai Negeri Sipil. Menurut Pasal 

68 ayat (1) UU ASN menyatakan bahwa PNS diangkat dalam pangkat dan 

jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah dan menurut Pasal 68 ayat (2) UU 

ASN menyatakan bahwa pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu 

ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, 

kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan 

kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.2 Di 

Bappeda terutama di bagian Biro Kepegawaian akan di buatkan syarat 

pengajuan pegawai negeri sipil. Pada kesempatan ini praktikan diminta 

untuk membuat syarat pengajuan PNS yang telah di tetapkan oleh Bappeda. 

Berikut contoh syarat pengajuan PNS yang di buat oleh praktikan (datanya 

sudah di berikan oleh pembimbing di tempat PKL dan praktikan hanya 

membuatkan dan memindahkan ke format yang sudah ada) : 

 

Gambar III.2. Contoh syarat pengajuan PNS 

                                                           
2 Pasal 68 ayat (1) UU ASN dan Pasal 68 ayat (2) UU ASN 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt591651e2c4a7f/dasar-hukum-penentuan-pangkat-dan-jabatan-

pns#_ftn10 
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3) Membuat format kenaikan pangkat PNS 

Praktikan juga di berikan kesempatan untuk membuat format syarat 

kenaikan pangkat para PNS. Menurut Pasal 68 ayat (1) UU ASN 

menyatakan bahwa PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada 

Instansi Pemerintah. Akan tetapi kemudian Pasal 352 PP 11/2017 mengatur 

sebagai berikut “Pangkat dan golongan ruang PNS yang sudah ada pada saat 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan 

diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.3 

Berikut contoh format syarat kenaikan pangkat PNS yang di buat oleh 

praktikan : 

 

Gambar III.3. Contoh Syarat Kenaikan Pangkat PNS 

                                                           
3 Pasal 68 ayat (1) UU ASN dan Pasal 352 PP 11/2017 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt591651e2c4a7f/dasar-hukum-penentuan-pangkat-dan-jabatan-

pns#_ftn10 
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4) Mendata daftar pegawai 2017 di Bappeda 

Pada saat praktikan hari pertama praktikan masuk untuk 

melaksanakan PKL bertepatan dengan pergantian Kepala Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI. Pada saat itu 

juga bersamaan dengan rolling pegawai atau rolling setiap pegawai di 

berbagai bidang. Dengan keadaan tersebut maka para pegawai-pegawai 

di Bappeda pun mengalami rolling jabatan. Maka praktikan pada saat 

itu ditugaskan untuk membuat daftar nama pegawai 2017 di Bappeda. 

Menurut Malayu S.P Hasibuan edisi revisi kedua dalam bukunya 

“Manajemen Sumber Daya Manusia” pengertian pegawai adalah 

seseorang pekerja tetap yang bekerja dibawah perintah orang lain dan 

mendapat kompensasi serta jaminan yang besarnya telah ditetapkan dan 

pelaku aktif setiap aktivitas organisasi. Pegawai negeri adalah unsur 

apparatus negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan 

kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan 

dan pembangunan.4 Berikut contoh daftar nama pegawai 2017 yang di 

kerjakan oleh praktikan: 

                                                           
4 Jurnal Sistem Informasi Pengolahan Data Pegawai PNS dan CPNS pada Dinas Koperasi dan UMKM 

Provinsi Jawa Tengah oleh Arga Fransdhika dan Sri Winarno, M.Kom 
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Gambar III.4 Daftar Nama Pegawai Bappeda 2017 

5) Membuat rekapitulasi absensi dan kinerja pegawai Bappeda 

Pada saat praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di Bappeda, 

praktikan dimita untuk membantu di bagian Biro Kepegawaian untuk 

mengerjakan rekapitulasi absensi dan kinerja pegawai. Absensi adalah pola 

kebiasaan ketidakhadiran dari tugas atau kewajiban. Secara tradisional, 

ketidakhadiran teah dilihat sebagai indicator kinerja individu yang malas, 

serta pelanggaran kontrak implisit antara karyawan dan atasan, melainkan 

dilihat sebagai masalah manajemen, dan dibingkai dalam hal ekoomi atau 

kuasi-ekonomi. Absensi dalam ketidakhadiran sebagai indicator psikologis, 

penyesuaian medis atau social untuk bekerja.5 Berikut adalah contoh hasil 

rekapitulasi yang di buat oleh praktikan : 

                                                           
5 http://blog.mesinabsensi.co.id/pengertian-absensi/ 
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Gambar III.5 Rekapitulasi absensi dan kinerja pegawai Bappeda 

 

Gambar III.6 Rekapitulasi absensi dan kinerja pegawai Bappeda 
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6) Menyandingkan APBD tahun 2015, 2016, 2017 

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bappeda Pemprov DKI 

Jakarta setiap tahun APBD mengalami perubahan kerena setiap tahun 

kebutuhan pemerintah provinsi Jakarta berbeda-beda dan perlu untuk di 

perbaharui dalam pendataan penganggaran keperluan daerah. Dalam 

kesempatan ini praktikan di minta untuk mengerjakan perbandingan APBD 

dari tahun 2015 hingga 2017 berturut-turut dan APBD ini di olah untuk 116 

SKPD, UKPD, dan UPT di bawah naungan Bidang Perekonomian Bappeda 

Pemprov DKI Jakarta. Anggaran yang di sandingkan antara lain anggaran 

pekerja harian lepas yang dimana data berikut adalah data anggaran yang 

disediakan untuk pegawai harian lepas. Menurut Hadi Purwono, menyatakan 

bahwa ”Gaji (salary) biasanya dikatakan upah (wages) yang dibayarkan 

kepada pimpinan, pengawas, dana ta usaha pegawai kantor atau manajer 

lainnya. Gaji umumnya tingkatnya lebih tinggi dari pada pembayaran kepada 

pekerja pahan. Upah adalah pembayaran kepada karyawan atau pekerja yang 

dibayar menurut lamanya jam kerja dan diberikan kepada mereka yang 

biasanya tidak mempunyai jaminan untuk dipekerjakan secara terus 

menerus”.6 Berikut contoh penytandingan APBD yang di buat oleh praktikan: 

                                                           
6 Hadi Purwono (2003: 2), http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/582/jbptunikompp-gdl-indriintan-29064-9-

unikom_i-i.pdf 
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Gambar III.7 Contoh Anggaran APBD 2015, 2016, dan 2017 

7) Membuat dan merekap nomor surat, isi surat dan memo dinas, serta 

mengantarkan surat tersebut dan menfax surat. 

a) Surat 

        Surat adalah alat komunikasi tertulis, atau sarana untuk 

menyampaikan pernyataan maupun informasi secara tertulis dari pihak 

satu kepada pihak yang lain. Informasi tersebut berupa pemberitahuan, 

pernyataan, permintaan, laporan, pemikiran, sanggahan dan lain 
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sebagainya.7 Dimana membuat dan merekap surat merupakan tugas yang 

pasti dikerjakan oleh praktikan sepanjang melakukan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) tersebut. Yang mana jenis suratnya beragam, dari mulai 

surat yang berada dari dalam lingkungan Bindang Perekonomian itu 

sendiri maupun dari luar. Beberapa surat yang dikerjakan oleh praktikan 

seperti surat masuk, surat keluar, surat perintah, memo dinas, surat 

pernyataan melaksanakan tugas, surat undangan rapat. 

 

 

Gambar III.8 Alur surat 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

 Dalam proses surat terdapat empat alur yaitu dimulai dari pembuatan 

surat tersebut, dimana dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan, maksud 

dan tujuan surat. Setelah surat selesai dibuat dan ditanda-tangani maka alur 

selanjutnya yakni pemberian nomor surat yang mana dalam hal ini pula 

disesuaikan pada tujuan dari surat tersebut dan dicatat dalam buku surat, 

biasanya seperti urutan-surat/kode-surat/Ropeg/bln/thn 

(01/K/Ropeg/IV/2017), dimana biasanya masing-masing kode surat sudah 

                                                           
7 Marajo YS, Surat-Surat Lengkap, (Jakata: Setia Kawan Press, 2008) p.15 

Pembuatan 
surat

Pemberian 
nomor

Pengiriman 
surat

Perekapan 
surat
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ditentukan sebelumnya dengan tujuan memudahkan dalam pemilihan atau 

pemisahan surat. Langkah selanjutnya setelah pemberian nomor adalah 

pengiriman surat. Berikut salah satu contoh tahapan rekapan surat keluar dari 

Bidang Perekonomian: 

 

Gambar III.9. Agenda Surat Keluar 

8) Membuat Laporan Rapat 

Setiap setelah mengadakan rapat di Bidang Perekonomian maka 

wajib dalam membuat laporan rapat. Laporan rapat ini berguna untuk 

membuat rangkuman dan pemantauan rapat yang telah terlaksana agar 

setiap pembahasan yang di lakukan pada saat rapat dapat terpantau 

dengan baik dan dapat di eksekusi sesuai yang di sepakati dalam rapat. 

Berikut salah satu contoh laporan rapat yang di buat oleh praktikan : 
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dibawah ini merupakan contoh laporan rapat mengenai audensi dengan 

tim balai pengkajian teknologi pertanian terkait kegiatan pengkajian 

dan pendampingan BPTP Jakarta Tahun 2017 pada hari Selasa, 24 

Januari 2017. 

 

Gambar III.10 Laporan Rapat 

9) Membuat Surat Undangan Rapat 

Bidang Perekonomian merupakan Bidang yang sangat sering 

mengadakan rapat, hampir setiap hari mengadakan rapat dengan para 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurut Dharmani (2012) 

berpendapat rapat adalah pertemuan yang sudah diagendakan untuk 

merumuskan jalan keluar dalam masalah, sampai pemutusan jalan keluar 
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yang akan hidup dan sebagainya-sebagainya.8 Pada suatu kesempatan 

praktikan diberikan kesempatan untuk membuat surat undangan rapat 

kepada SKPD-SKPD yang ada di bawah naungan Bidang Perekonomian. 

Setelah membuat surat undangan rapat, praktikan juga diminta untuk 

mengundang melalui telpon an fax kepada SKPD-SKPD yang akan di 

undang pada saat rapat dilaksanakan. Berikut contoh surat undangan 

yang di kerjakan oleh praktikan : 

 

Gambar III.11. Contoh Surat Undangan Rapat 

 

                                                           
8 Tinjauan Literatur Manajemen Rapat Efektif Bagi Perusahaan oleh Aridian Adityo Pamungkas, 2015 
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Gambar III.12 Contoh Lampiran Surat Undangan Rapat 

 

C. Kendala yang Dihadapi 

Dalam melaksanakan Praktik kerja Lapangan (PKL), praktikan 

mengalami berbagai kendala yang ada terlebih lagi ini merupakan 

pengalaman pertama praktikan melakukan PKL. Kendala – kendala yang 

dihadapi yaitu : 

(1) Deskripsi pekerjaan yang diberikan belum jelas 

Deskripsi dari sebuah pekerjaan merupakan salah satu 

penunjang dalam kelancaran menjalani tugas yang diberikan. Hal 

ini dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu pekerjaan 

dengan baik, sehingga hasil yang diharapkan sesuai. Terkadang 

praktikan mendapat informasi mengenai deskripsi pekerjaan 

kurang tuntas sehingga praktikan mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan tugas tersebut. Begitu pula ketika praktikan 
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ditugaskan untuk menyelesaikan beberapa tugas secara 

bersamaan membuat praktikan kesulitan untuk focus dalam 

menyelesaikan tugasnya. 

(2) Alur koordinasi pekerjaan yang belum jelas 

Praktikan juga mengahadapi kendala dimana alur koordinasi 

pekerjaan yang diberikan belum jelas bahkan dari berbagai 

pemberi tugas, sehingga praktikan kurang focus dalam 

menyelesaikan tugas dan kesulitan dalam menyelesaikan tugas 

yang praktikan dapat. Alur koordinasi ini juga sangat 

menghambat praktikan dalam memahami konsep tugas yang 

praktikan dapat sebab praktikan mendapat informasi dari 

berbagai pihak yang terkadang berbeda, sehingga praktikan harus 

menyesuaikan dan mengkonfirmasikan ulang ke pihak-pihak 

terkait. 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada maka praktikan 

melakukan cara-cara berikut sebagai alternative terbaik: 

(1) Deskripsi pekerjaan yang diberikan belum jelas 

Untuk mengatasi kendala ini, sudah seharusnya deskripsi 

dari pekerjaan yang diberikan oleh pihak pegawai kepada praktikan 

haruslah jelas, guna penyelesaian tugas yang tepat dan terbaik. 

Salah satu cara yang dilakukan oleh praktikan yaitu menganalisis 

pekerjaan guna mendapatkan deskripsi pekejaan yang jelas.  
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Menurut Umar menyatakan bahwa analisis pekerjaan adalah 

prosedur untu menentukan isi suatu pekerjaan sehingga dapat 

dijelaskan orang lain untuk tujuan manajemen.9 Dimana deskripsi 

pekerjaan ialah suatu daftar tugas. Deskripsi pekerjaan yang belum 

jelas membuat praktikan harus mencari dan melakukan dengan cara 

yang terbaik dan selalu mengomunikasikan kepada pemberi tugas, 

sehingga apa yang diharapkan dengan apa yang dilakukan 

praktikan sesuai maka dapat disimpulkan bahwa praktikan 

melakukan analisis pekerjaan. Menurut Gomes mengungkapkan 

bahwa ada beberapa tujuan analisis pekerjaan antara lain yaitu (1) 

Job Description, yaitu untuk menidentifikasi pekerjaan, riwayat 

pekerjaan, kewajiban – kewajiban pekerjaan, dan pertanggung 

jawaban, serta untuk mengetahui spesifikasi pekerjaan atau 

informasi mengenai standar pekerjaan, (2) Job Classification, yaitu 

penyusunan pekerjaan – pekerjaan kealam kelas – kelas, kelompok 

– kelompok, atau jenis – jenis berdasakan rencana sistematika 

tertentu, (3) dan lain – lain10. 

(2) Alur koordinasi tugas yang belum jelas 

Secara umum pengertian koordinasi adalah proses 

mensinergikan dan menyeimbangkan segala aktivitas dalam 

pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk meraih 

                                                           
9 http://arifannisa.blogspot.co.id/2013/04/job-analysis-job-description-and-job.html 
10 http://arifannisa.blogspot.co.id/2013/04/job-analysis-job-description-and-job.html 
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tujuan tiap – tiap pihak sekaligus tujuan bersama. 11  Menurut 

Sondang P. Siagian, M.P.A Ph.D (buku peranan staf dalam 

manajemen, 1978) menjelaskan bahwa definisi koordinasi adalah 

pengaturan keterkaitan pada usaha bersama dalam rangka mencapai 

keseragaman tindakan untuk meraih tujuan bersama. Pengertian 

koordinasi lainnya yaitu suatu proses pengaturan supaya pembagian 

tugas setiap individu maupun rup mampu terbentuknya sebagai 

kebutuhan yang trintegritas dengan efisien. 12  Untuk mengatasi 

kendala ini, praktikan selalu mengkoordinasikan dengan baik 

kepada pemberi tugas walaupun alur koordinasinya rumit. Seperti 

halnya ketika praktikan diberikan tugas oleh pegawai A kemudian 

harus berkordinasi dengan pegawai B yang terkadang antara 

pegawai A dengan pegawai B terjadi ketidakcocokan informasi, 

tetapi praktikan selalu berusaha untuk mengkoordinasukannya 

dengan baik agar tugas yang akan di kerjakan oleh praktikan 

menjadi jelas dan hasil akhirnya sesuai dengan yang diharapkan. 

  

                                                           
11 http://jurnalmanajemen.com/pengertian-koordinasi/ 
12 http://jurnalmanajemen.com/pengertian-koordinasi/ 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Provisinsi DKI 

Jakarta (Bappeda Pemprov DKI Jakarta) selama empat puluh hari kerja 

maka praktikan dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai  berikut : 

1. Badan Perencananaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) 

merupakan salah satu Lembaga Pemerintahan yang mempunyai 

tugas melaksanakan tugas pemerintahan dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Bappeda berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan dalam pelaksanaan tugas operasionalnya di 

koordinasikan oleh Gubernur Pemeritah Provinsi DKI Jakarta. 

2. Saat ini Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah sedang aktif 

mengurus pembangunan simpang susun semanggi, proyek MRT, 

proyek kepulauan seribu, proyek muara angke dan lain sebagainya. 

3. Selama empat puluh hari kerja melakukan PKL di Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah ada beberapa pekerjaan 

yang praktikan lakukan yaitu mulai dari mengirim fax, merekap 

surat masuk dan keluar, membuat laporan rapat, menyandingkan 
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4. RPJMD, menyandingkan APBD, dan mengikuti rapat – rapat yang 

ada di bidang perekonomian seperti rapat MRTJ, Transjakarta 

Tendean, LRT, Muara Angke, RPJMD, Transjakarta, dan APBD, 

penyandingan APBD, Penyandingan RPJMD, mendata daftar nama 

pegawai 2017, pendataan syarat pengajuan PNS, membuat daftar 

format kenaikan pangkat, dan inventarisasi program 2018 – 2022. 

5. Dalam melakukan PKL, praktikan mempunyai kesempatan untuk 

belajar dan banyak hal dan terlibat secara langsung dalam pekerjaan 

yang terdapat dalam bagian bidang perekonomian Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Praktikan juga mendapat 

pengakaman baru dalam dunia kerja dari tempat PKL tersebut. 

B. Saran – Saran 

Pelaksanaan kegiatan PKL di Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan berjalan 

lancer dan sukses. Namun untuk pelaksanaan PKL selanjutnya agar  

dapat rjalan dengan jauh lebih baik lagi, maka praktikan memberikan 

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai berikut: 

1. Bagi Fakultas 

a. Sebaikanya pihak fakultas khususnya jurusan mempunyai 

jaringan kerjasama dengan beberapa instansi atau perusahaan 

agar pelaksanaan PKL bagi mahasiswa lebih mudah dan 

hasilnya akan lebih maksimal. 
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b. Pihak fakultas khususnya jurusan sebaiknya menyediakan dan 

memberikan pembekalan seperti kegiatan seminar atau mata 

kuliah yang menjelaskan mengenai apa saja yang perlu 

dilakukan dan kiat-kiat dalam melaksanakan PKL kepada 

mahasiswa sebelum mahasiswa melaksanakan PKL karena 

dibutuhkan persiapan guna menghindari kekakuan dalam 

melaksanakan PKL tersebut. 

2. Bagi BAPPEDA PEMPROV DKI JAKARTA 

a. Bagian perekonomian badan perencanaan dan pembangunan 

daerah sebaiknya memperbaharui selalu posisi-posisi dan tata 

letak kanor sehingga memudahkan aktifitas pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya didalam kantor seperti memiliki ruang 

gerak yang luas. 

b. Bagian perekonomian badan perencanaan dan pembangunan 

daerah sebaiknya melakukan dan memberikan arahan yang 

tepat dan jelas dalam melakukan pekerjaan yang ada untuk 

hasil yang maksimal. 

c. Bagian perekonomian badan perencanaan dan pembangunan 

daerah menerapkan lingkungan kerja yang efektif dan efisien 

untuk mendapatkan kinerja yang leb baik setiap saat. 
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LAMPIRAN 1 

Logo Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
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LAMPIRAN 2 

SURAT PERMOHONAN PKL 
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LAMPIRAN 3 

SURAT PERSETUJUAN PELAKSANAAN PKL 
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LAMPIRAN 4 

DAFTAR HADIR 1 
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LAMPIRAN 5 

DAFTAR HADIR 2 
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LAMPIRAN 6 

DAFTAR HADIR 3 
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LAMPIRAN 7 

PENILAIAN PKL  
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LAMPIRAN 8 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PKL 
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LAMPIRAN 9 

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PKL 
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LAMPIRAN 10 

DAFTAR KEGIATAN HARIAN SELAMA PKL 

 

Hari Tanggal Kegiatan Dokumen Output 

1. 

Senin, 9-

Jan-2017 

Mempelajari  Rencana 

Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah 

(RPJMD 2013-2017) 

Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta 

Buku Memahami tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang 

Menengah Daerah (RPJMD 

2013-2017) Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta 

2. 

Selasa, 10-

Jan-2017 

Mempelajari  Rencana 

Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD 

2005-2025) Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta 

Buku Memahami tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD 2005-2025) 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

3. 

Rabu, 11-

Jan-2017 

- Mempelajari 

Rencana Strategi 

(Renstra) Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah Provinsi 

DKI Jakarta 

Buku - Memahami tentang 

Rencana Strategi 

(Renstra) Badan 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Provinsi DKI Jakarta 
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- Rapat Raker 

pembahasan 

anggaran thn 2017 

setelah penetapan 

perangkat daerah 

pada SKPD 

- Untuk mengetahui alur 

rapat yang di 

selesnggaraan oleh 

Bidang Perekonomian 

4. 

Kamis, 12-

Jan-2017 

- Mempelajari 

RAPENGUB OTK 

Badan Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah Provinsi 

DKI Jakarta 

- Mempelajari SOTK 

UPT 

Buku dan Soft 

Copy PDF dan Ms. 

Word 

- Agar dapat memahami 

RAPENGUP OTK 

Bappeda DKI Jakarta 

- Untuk mengetahui SOTK 

UPT 

5. 

Jumat, 13-

Jan-2017 

Mengarsipkan daftar surat 

masuk ke dalam buku surat 

masuk dan undangan 

Buku - Memahami alur surat dan 

undangan 

6. 

Senin, 16-

Jan-2017 

Mempelajari laporan 

bulanan Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

Buku - Agar memahami laporan 

dinas tenaga kerja dan 

transmigrasi 
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7. 

Selasa, 17-

Jan-2017 

Menghadiri Rapat 

mengenai Muara Angke di 

DPRD Komisi B 

- Agar memahami dan mengetahui 

alur rapat didalam Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah 

Komisi B 

8. 

Rabu, 18-

Jan-2017 

- Menghadiri Rapat 

Evaluasi Monev 

PemProv DKI 2016 

- Menghadiri Rapat 

Transjakarta 

- - Agar mengetahui bentuk 

dan evaluasi Pemerintah 

Provinsi DKI 2016 

- Agar mengetahui 

progress transjakarta di 

GKI Jakarta 

9. 

Kamis, 19-

Jan-2017 

Menghadiri Rapat 

Koordinasi Bidang 

Perekonomian  mengenai 

penyelesaian Pelabuhan 

Perikanan Muara Angke 

-  Agar memahami perkembangan 

penyelesaian pelabuhan 

perikanan muara angke 

10.  

Jumat, 20-

Jan-2017 

Membuat laporan rapat 

(notulensi) rapat Muara 

Angke pada tgl 19 Januari 

Ms. Word dan 

Laporan yang 

sudah di cetak 

Agar memahami alur pembuatan 

laporan rapat 

11.  

Senin, 23-

Jan-2017 

- Membuat laporan 

rapat (notulensi) 

rapat Muara Angke 

pada tgl 19 Januari 

Ms. Word dan 

Laporan yang 

sudah di cetak 

- Agar memahami alur 

pembuatan laporan rapat 

- Agar mengetahui tentang 

GIFA 
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- Mengumpulkan 

bahan dan berita 

mengenai Global 

Islamic Finance 

Award 

12.  

Selasa, 24-

Jan-2017 

- Mengumpulkan 

bahan dan berita 

mengenai Keramba 

Jaring Apung 

- Mengumpulkan 

bahan dan berita 

mengenai Kawasan 

Ekonomi Khusus 

Ms. Word dan 

Laporan yang 

sudah di cetak 

- Agar memahami program 

keramba jarring apung 

- Agar memahami tentang 

program kawasan 

ekonomi khusus 

13.  

Rabu, 25-

Jan-2017 

mengumpulkan bahan dan 

berita mengenai ITF Pasar 

Kramat Jati 

Ms. Word dan 

Laporan yang 

sudah di cetak 

Agar memahami tentang 

program  ITF Pasar Kramat Jati 

14.  

Kamis, 26-

Jan-2017 

- Membuat laporan 

rapat (notulensi) 

mengenai BPTP 

- Kunjungan ke 

Proyek MRT 

Jakarta 

Ms. Word dan 

Laporan yang 

sudah di cetak 

- Agar memahami alur 

pembuatan laporan rapat 

- Agar mengetahui 

perkembangan proyek 

MRT Jakarta 
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15.  

Jumat, 27-

Jan-2017 

- Menghadiri Rapat 

Kerja Bappeda 

- Membuat laporan 

rapat (notulensi) 

mengenai BPTP 

Ms. Word dan 

Laporan yang 

sudah di cetak 

- Agar memahami dan 

mengetahui proses rapat 

kerja Bappeda 

- Agar memahami alur 

pembuatan laporan rapat 

16.  

Senin, 30-

Jan-2017 

- Mengadiri Rapat 

Kerja Bappeda 

- Membuat laporan 

rapat (notulensi) 

mengenai BPTP 

Ms. Word dan 

Laporan yang 

sudah di cetak 

- Agar memahami dan 

mengetahui proses rapat 

kerja Bappeda 

- Agar memahami alur 

pembuatan laporan rapat 

17.  

Selasa, 31-

Jan-2017 

- Menghadiri Rapat 

Investarisasi 

Proyek 

Infrastruktur 

Strategi tahun 

2018-2022 

- Menghadiri Rapat 

RPJMD 

-  - Agar memahami dan 

mengetahui proses rapat 

Investarisasi Proyek 

Infrastruktur Strategi 

tahun 2018-2022 

- Agar mengetahui proses 

penyusunan PJMD 

18.  

Rabu, 1-

Feb-2017 

Membuat sandingan 

RPJMD 2017 dengan 

rencana RPJMD 2018 

Ms. Excel dan 

Dokumen cetak 

Agar mengetahui proses 

pembuatan RPJMD dan 

mengetahu rencana program 

RPJMD 2018 
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19.  

Kamis, 2-

Feb-2017 

- Membuat 

sandingan RPJMD 

2017 dengan 

rencana RPJMD 

2018 

- Membuat rekap 

APBD 2017 

Ms. Excel dan 

Dokumen cetak 

- Agar mengetahui proses 

pembuatan RPJMD dan 

mengetahu rencana 

program RPJMD 2018 

- Agar mengetahui 

perbandingan APBD 

2017 

20.  

Jumat, 3-

Feb-2017 

Mengumpulkan bahan dan 

berita mengenai strategi 

produk unggulan DKI 

Jakarta 

Ms. Word dan 

dokumen cetak 

Agar memahami tentang 

program   strategi produk 

unggulan DKI Jakarta 

21.  

Senin, 6-

Feb-2017 

- Memantau Email 

masuk RPJMD dari 

SKPD/UKPD/Bada

n/UPT/Biro 

- Membuat 

Rekapitulasi 

absensi dan kinerja 

pegawai 

Ms. Word dan 

dokumen cetak 

- Untuk penyusunan 

RPJMD 

- Agar mengetahui cara 

merekap absensi dan 

kinerja karyawan melalui 

sistem informasi 

tunjangan kinerja daerah 

(e-TKD 

22.  

Selasa, 7-

Feb-2017 

- Mengarsipkan 

daftar surat masuk 

ke dalam buku surat 

Buku - Agar mengetahui proses 

administrasi 
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masuk dan 

undangan 

- MengeFax Surat 

Undangan 

23.  

Rabu, 8-

Feb-2017 

- Mengantarkan surat 

kepada Kepala 

Bappeda 

- Mengantarkan surat 

ke P3 

- Memantau email 

masuk Database 

dan Kegiatan 

Strategis 

SKPD/UKPD/UPT

/Badan/Biro 

Dokumen cetak 

(Surat) 

- Agar mengetahui proses 

administrasi 

24.  

Kamis, 9-

Feb-2017 

- Memantau email 

masuk Database 

dan Kegiatan 

Strategis 

SKPD/UKPD/UPT

/Badan/Biro 

Email dan Ms. 

Excel 

Agar mengetahui proses 

administrasi 
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- Membuat data 

Ceklis Database 

dan Kegiatan 

Strategis  

SKPD/UKPD/UPT

/Badan/Biro 

25.  

Jumat, 10-

Feb-2017 

Izin karena ada penandatanganan SPJ Beasiswa di Universitas Negeri Jakarta 

 

26.  

Senin, 13-

Feb-2017 

Rapat RPJMD 2018-2022 - - Agar mengetahui proses 

penyusunan RPJMD 

2018-2022 

27.  

Selasa, 14-

Feb-2017 

Rapat RPJMD 2018-2022 - Agar mengetahui proses 

penyusunan RPJMD 2018-2022 

28.  

Rabu, 15-

Feb-2017 

Libur  Libur 

29.  

Kamis, 16-

Feb-2017 

Mengerjakan Sandingan 

APBD 2015 – 2017 

 

Ms. Excel dan 

Dokumen Cetak 

Agar mengetahui proses 

perbandigan APBD 2015 – 2017 

30.  

Jumat, 17-

Feb-2017 

Mengerjakan Sandingan 

APBD 2015 – 2017 

Ms. Excel dan 

Dokumen Cetak 

Agar mengetahui proses 

perbandigan APBD 2015 – 2017 
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31.  

Senin, 20-

Feb-2017 

Mengerjakan Sandingan 

APBD 2015 – 2017 

Ms. Excel dan 

Dokumen Cetak 

Agar mengetahui proses 

perbandigan APBD 2015 – 2017 

32.  

Selasa, 21-

Feb-2017 

Mengerjakan Sandingan 

APBD 2015 – 2017 

Ms. Excel dan 

Dokumen Cetak 

Agar mengetahui proses 

perbandigan APBD 2015 – 2017 

33.  

Rabu, 22-

Feb-2017 

Mengerjakan Sandingan 

APBD 2015 – 2017 

Ms. Excel dan 

Dokumen Cetak 

Agar mengetahui proses 

perbandigan APBD 2015 – 2017 

34.  

Kamis, 23-

Feb-2017 

Mengerjakan Sandingan 

APBD 2015 – 2017 

Ms. Excel dan 

Dokumen Cetak 

Agar mengetahui proses 

perbandigan APBD 2015 – 2017 

35.  

Jumat, 24-

Feb-2017 

Mengerjakan Sandingan 

APBD 2015 – 2017 

Ms. Excel dan 

Dokumen Cetak 

Agar mengetahui proses 

perbandigan APBD 2015 – 2017 

36.  

Senin, 27-

Feb-2017 

Mengerjakan Sandingan 

APBD 2015 – 2017 

Ms. Excel dan 

Dokumen Cetak 

Agar mengetahui proses 

perbandigan APBD 2015 – 2017 

37.  

Selasa, 28-

Feb-2017 

Mengerjakan Sandingan 

APBD 2015 – 2017 

Ms. Excel dan 

Dokumen Cetak 

Agar mengetahui proses 

perbandigan APBD 2015 – 2017 

38.  

Rabu, 1-

Maret-2017 

Mengerjakan Sandingan 

APBD 2015 – 2017 

Ms. Excel dan 

Dokumen Cetak 

Agar mengetahui proses 

perbandigan APBD 2015 – 2017 

39.  

Kamis, 2-

Maret-2017 

Mengerjakan Sandingan 

APBD 2015 – 2017 

Ms. Excel dan 

Dokumen Cetak 

Agar mengetahui proses 

perbandigan APBD 2015 – 2017 

40.  

Jumat, 3-

Maret-2017 

Mengerjakan Sandingan 

APBD 2015 – 2017 

Ms. Excel dan 

Dokumen Cetak 

Agar mengetahui proses 

perbandigan APBD 2015 - 2017 


